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ABSTRAK

Suatu induk perusahaan yang hendak menjalankan aktivitas usahanya di
negara lain seperti Indonesia dapat dilakukan dengan mendirikan suatu
perusahaan yang berbadan hukum Indonesia (Perserean.Terbatas) atau dapat juga
tidak melalui suatu perseroan terbatas. Pendirian cabang perusahaan atau kantor
perwakilan .di negara lain dengan suatu Perseroan Terbatas, maka status
perpajakannya disamakan dengan wajib pajak badan biasa seperti perusahaan
lainnya di Indonesia. Sedangkan apabila pendirian kantor perwakilan asing itu
tidak berbadan hukum Indonesialmaka akan menimbulkan perusahaan dengan
Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, yang kewajiban perpajakannya diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dari latar belakang diatas, penulis merumuskan pokok masalahyakitu:
Pertama,Bagaimana Pengaturan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap Dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?. Kedua,
Bagaimana Pengaturan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap Dalam Undang-
Undang Nomer 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?. tujuan penelitian ini
untuk Tujuan-PenelitianUntuk Mengetahui Pengaturan Perusahaan Dengan
Bentuk Usaha Tetap Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan' dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun. 2007 Tentang Penanaman
Modal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah
penelitian hukum: Normatif,“yaitu dengan cara\mempelajari kedudukan bentuk
usaha tetap dalam penanaman modal“di* Indonesia kemudian membandingkan
apakah hukum yang diterapkan telah sesuai dengan teori-teori hukum dan
peraturan perundang-undangan.Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskritif.
Penarikankesimpulandalam penelitian . secara induktif yaitu mengambil
kesimpulan dari hal'yang khususke umum.

Dari hasil penelitian Dapat disimpulkan Pengaturan Perusahaan Dengan
Bentuk Usaha Tetap Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak
Penghasilan. Hal ini telah diatur pasal 2 ayat 5 yaitu menyebutkan bahwa bentuk
usaha tetap ialah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak
bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih
dari seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan
menjalankan kegiatan badan usaha di Indonesia jalankan usaha atau melakukan
kegiatan di Indonesia.Pengaturan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap Dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Kata Kunci  : Pengenaan PPH, Bentuk Usaha Tetap, Investasi
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PENDAHULUAN

’. ya adalah arus

o
‘, i dengan
5- teknologi,
komunikasi  dé . a0 ':. mendorong banyak
perusahaan-perusahaan di negara pe e e ukan efisiensi
perekonomia
terjamin.’
Bagi | g maupun dalam negeri
(domestik) mem atkan perekonomian,

pertumbuhan lapanga peningkatan pembangunan

o e’ |
seperti melalui pembayaran paje a tenaga manajemen, entrepreneur,
keahlian teknik, dan pengetahuan mengenai pasar dan pemasaran dari barang-

barang yang dihasilkan.

'Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, Ind-Hill Co, Jakarta, 2003, HIm. 27



Penanaman modal asing dapat di diartikan sebagai suatu kegiatan
penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsur asing, yang dapat ditentukan
oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan sebagainya.?

Keterbukaan informasi-yang merupakan akibat dari. globalisasi ekonomi
saat ini_membuka peluang untuk menanamkan modal di berbagai negara, hal ini
menimbulkan persaingan yang-ketat dalam perdagangan dunia. Dikaitkan dengan
ini, perusahaan sebagal pelaku utama ekonomi akan Dberusaha untuk terus
meningkatkan efisiensi dan efektifitas bisnisnya dan berusaha mengembangkan

usahanya sampai melewati batas yurisdiksi suatu negara.’

Secara garis besar, penanaman modal asing terhadap pembangunan bagi
negara berkembang dapat diperinci menjadi lima. Pertama, sumber dana eksternal
(modal asing) dapat dimanfaatkan oleh negara sedang berkembang sebagai dasar
untuk mempercepat penanaman- madal, dan< pertumbuhan ekonomi. Kedua,
pertumbuhan ekonomi yang meningkat perfu diikuti dengan perpindahan struktur
produksi dan perdagangan. Ketiga, modal asing dapat berperan penting dalam
memobilisasi dana maupun transformasi struktural. Keempat, kebutuhan akan
modal asing menjadi menurun-segera setelah perubahan struktural benar-benar
terjadi meskipun modal asing di masa selanjutnya lebih produktif. Kelima, bagi
negara-negara sedang berkembang yang tidak mampu memulai membangun

industri-industri berat dan industri strategis, adanya modal asing akan sangat

2 Hulaman penjaitan dan Anner M Sianipar, Hukum Penanaman Modal asing , CV Indhill Co,
Jakarta , 2008, HIm. 41
*Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, HIm. 32.



membantu untuk dapat mendirikan pabrik-pabrik baja, alat-alat mesin, pabrik

elektronik, industri kimia dasar dan sebagainya.”

Untuk menyatukan kepentingan penanam modal dengan penerima modal
tidaklah mudah, karena apabila negara penerima modal terlalu ketat dalam
menetapkan syarat penanaman modal, bisa saja penanam modal mengurungkan
niatkan untuk menanamkan.modalnya di negara‘teérsebut.Hal ini-terjadi karena di
era globasasi, penanam modal dapat dengan leluasa untuk menentukan tempat
dalam melakukan usahanya tersebut tidak terlalu dibatasi ruang geraknya.Dimana
untuk mengatur jalannya bisnis tersebut, sudah barang tentu memerlukan

seperangkat aturan yakni hukum penanaman modal sebagai payung hukumnya.

Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
merupakan Aspek hukum penanaman modal bagi perusahaan baik asing maupun
lokal dalam melakukan investasi ‘driindonesia yang menjadi bagian yang sangat
penting dari sistem penanaman modal karena bersifat sangat kompleks sehingga
tidak setiap jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan perbuatan lain sekedar

menghasilkan keuntungan termasuk dalam bidang pajak.’

Suatu induk perusahaan yang hendak menjalankan aktivitas usahanya di
negara lain seperti Indonesia dapat dilakukan dengan mendirikan suatu
perusahaan yang berbadan hukum Indonesia (Perseroan Terbatas) atau dapat juga
tidak melalui suatu perseroan terbatas. Pendirian cabang perusahaan atau kantor

perwakilan di negara lain dengan suatu Perseroan Terbatas, maka status

“Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Alumni, Bandung, 2009, HIm. 43.
°Putu Sudarma Sumadi, Pengantar Hukum Investasi, Pustaka Sutra, Bandung, 2008, HIm. 9
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perpajakannya disamakan dengan wajib pajak badan biasa seperti perusahaan
lainnya di Indonesia. Sedangkan apabila pendirian kantor perwakilan asing itu
tidak berbadan hukum Indonesia maka akan menimbulkan perusahaan dengan
Bentuk Usaha Tetap (BUT) dirlndonesia, yang-kewajiban perpajakannya diatur di
dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada
prinsipnya, setiap penanaman - modal' yang 'menanamkan modalnya di Indonesia
membayar pajak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.®
Perusahaan domestik yang berfungsi dalam pasar internasional melalui
sebuah agen asing. Selanjutnya yang lebih kompleks adalah Perusahaan
Multinasional Nasional (National-Multinational _Enterprise) vyaitu suatu
perusahaan induk yang berada disuatu negara yang mendirikan beberapa cabang
dan anak perusahaan di negara-negara lain. Cabang merupakan suatu unit atau
bagian dari induk (seperti skantor pembelian_diy luar negeri, pabrik perakitan,
pabrik manufakiur atau kantor penjualan), sementara. anak perusahaan
(subsidiaries) merupakan suatu perusahaan yang diorganisasikan sebagai entitas

hukum yang terpisah yang dimiliki oleh induk.”

Penanaman modal asing selain dapat mengoptimalkan kapasitas produksi
nasional, memperkenalkan produk dan metode penyelenggaraan usaha,
perdagangan atau produksi baru. Selain itu penanaman modal yang dilakukan
perusahaan multinasional dengan strategi aliansinya dapat memperluas dan

memperbesar akses negara terhadap pasar internasional. Akses tersebut dapat

6Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia, Raja Grafindo,Jakarta, 2008, HIm.
28
"Handri Raharjo, Hukum Perusahaan, Buku Kita, Jakarta, 2009, Hlm. 64-65
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dimanfaatkan untuk meningkatkan ekspor dan perolehan devisa negara serta
pajak.®

Pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan dijelaskan bahwa bentuk usaha.tetap mengandung pengertian adanya
suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa tanah dan
gedung termasuk juga mesin-mesin,\peralatan, gudang dan komputer atau agen
elektronik atau peralatan otomatis (automated equipment) yang dimiliki, disewa,
atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan
aktivitas usaha melalui internet. Tempat usaha tersebut bersifat permanen dan
digunakan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dari orang pribadi
(nature person)yang tidak bertempat tinggal atau badan (legal.person) yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia.’

Perpajakannya disamakan dengan wajib pajak badan biasa seperti
perusahaan lainnya di Indonesia. Sedangkan apabila kantor perwakilan asing itu
tidak berbadan hukum Indonesia, maka akan menimbulkan perusahaan dengan
bentuk usaha tetap, yang kewajiban perpajakannya diatur dalam Undang-undang
Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya Setiap.penanam modal yang menanamkan
modalnya di Indonesia harus membayar pajak sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan pajak
dari setiap kegiatan ekonomi yang terjadi di suatu negara, maka harus tersedia

suatu administrasi perpajakan yang baik di negara tersebut. Administrasi pajak

*Hulaman Panjaitan dan Anner Sianipar, Hukum Penanaman Modal Asing, CV. Indhill Co,
Jakarta, 2008, HIm. 47

*Tony Marsyahrul, Pajak Penghasilan Potongan Dan Pungutan, Grasindo, Jakarta, 2005, HIm.
43-45
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yang baik akan dapat memantau kepatuhan pelaksanaan ketentuan perpajakan dari

seluruh wajib pajak (Tax Payers).

Dalam kenyataannya penyebab tidak optimalaya pencapaian penerimaan
pajak tidak selamanya disebabkan kelemahan administrasi otoritas pajak di suatu
negara dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap seluruh Wajib Pajak, tetapi
juga bisa disebabkan oleh. ketidakjelasan peraturan, atau ketentuan perpajakan
yang ada, keterbatasan pengetahuan perpajakan Wajib Pajak dan persoalan

mentalitas aparatur negara yang kurang profesional.

Salah satu perusahaan yang ada di Indonesia yang tidak-membuat Bentuk
Usaha Tetap adalah perusahaan Google. Hal ini disebabkan perusahaan induk dari
google berada di Amerika Serikat sedangkan cabang dari perusahaannya ada
dimana-mana. Salah satunya berada di Indonesia dimana pengunaan Google di
Indonesia oleh masyarakat cukup”banyak dan dominan yang bila dilihat dari
sector pemungutan pajaknya cukup besar. Namun karena perusahaan google tidak
mau membuat cabang usaha yang berebentuk Badan Usaha Tetap di Indonesia

maka pemungutan pajaknya tidak dapat dilakukan.

Adapun upaya yang dilakukan terhadap perusahaan wajib pajak yang tidak
membuat Bentuk Usaha Tetap di Indonesia. Maka direktur Jenderal Pajak dapat
menerbitkan NPWP secara jabatan apabila Wajib Pajak tidak mendaftarkan diri
untuk memperoleh NPWP sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-
undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi: “Kewajiban perpajakan bagi Wajib

Pajak yang diterbitkan NPWP dan/atau yang dikukuhkan sebagai PKP secara

13
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jabatan dimulai sejak saat Wajib Pajak memenuhi persyaratan subjektif dan
objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,

paling lama 5 (lima) tahun sebelum diterbitkannya NPWP dan/atau

atau hasil

ap perusahaan

WK

yang tidak dengan cara

menerbitka

L

tetap kurang optimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perusahaan yang
mendirikan Bentuk Usaha Tetap di Indonesia yang hanya berjumlah 47

perusahaan.™®

Oww.Penanaman Modal.com diakses pada tanggal 29 Oktober 2018
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Permasalahan perpajakan yang timbul bukan hanya disebabkan tidak
jelasnya atau kurang dipahaminya persoalan tentang kriteria atau kedudukan

perusahaan dengan bentuk usaha tetap diantara subyek pajak lainnya menurut

perlakuan perpajakan

S '@

Dari apé ; '*_' _1 ar belakang bagi
penulis un ’ ih lar alam s S an dengan memilih
judul: “Pengena / S8 , Tetap Dalam

Berinvestasi

pokok yang diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap Dalam
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan?

2. Bagaimana Pengaturan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap Dalam

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal?

"Jaja Zakaria, Perlakuan Perpajakan terhadap Bentuk Usaha tetap (BUT), Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 2005, HIm. 7
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk Mengetahui Pengaturan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha Tetap

g 05,

dikan referensi

u pengetahuan

dijadikan bahan

= ALNARALN

,&‘a

hak yang terkait

aha memecahkan

e

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Perusahaan

Pengertian perusahaan dirumuskan dalam Pasal 1 huruf b Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah setiap bentuk
usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus
dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik

Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

16
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Menurut Molengraaff perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang

dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk memperoleh penghasilan

dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan

Lin kegiatan usaha

perusahaan. saha yang menjadi
wadah pen bentuk hukum

perusahaan. 3 3 10 S8 ’ Ikum perusahaan

perseorangan.
Bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam
undang-undang secara pasti, tetapi berkembang sesuai dengan kebutuhan

masyarakat pengusaha, dalam praktiknya dibuat tertulis di muka notaris berupa

2 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,
Hlm 7-8.

17



akta pendirian perusahaan perseorangan Pasal 1 huruf e Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar.*®

Perusahaan mengartikan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau
kegiatan apapun.«dalam" bidang. perekonomian, yang dilakukan oleh setiap
pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Pengusaha yang
dimaksud memiliki arti setiap=orang: perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha.** Kegiatan usaha sendiri
memiliki arti jenis usaha kegiatan di bidang perekonomian, yang meliputi bidang
perindustrian, perdagangan, perjasaan dan keuangan (pembiayaan). Dalam Bahasa
Inggris. pengusaha disebut dengan businessman dan kegiatan usaha disebut
dengan business:*

Berdasarkan kriteria jumlah pemilik perusahaan diklasifikasikan menjadi
dua, yaitu perusahaan perseorangan dan perusahaan persekutuan. Perusahaan
perseorangan didirikan dan dimiliki oleh satu orang pengusaha, sedangkan
perusahaan persekutuan didirikan oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja
sama dalam satu persekutuan. Apabila klasifikasi berdasarkan kepemilikannya,
perusahaan dibagi menjadi perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh
pihak swasta, sedangkan perusahaan negara didirikan dan dimiliki oleh Negara
biasa disebut dengan BUMN. Berdasarkan klasifikasi bentuk hukum, perusahaan

dibagi atas perusahaan badan hukum dan perusahaan bukan badan hukum.

“Ibid., HIm 1- 2

“Ppasal 1 Huruf e Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 1982 dan Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No. 3214).

Abdulkadir Muhammad, Op.Cit., HIm 8-9.

18



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Perusahaan badan hukum adalah kepemilikan swasta, yaitu Perseroan
Terbatas (PT) dan Koperasi, adapula yang dimilki oleh negara, yaitu Perusahaan

Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO). Perusahaan badan

dan han vasta. B : ebut, dapat

perusahaan

perseoran USa ,, * ahaan badan hukum.®

a. Perusa
Perusa )Erseora ang didirikan dan

dimiliki o aha  perseorangan.  Perusahaa dapat

mempunyai

perindustria erusahaan p an asaaan. Kelebihan

dari perusaha

(5) Biaya yang diperlukan sedikit.

Sedangkan kelemahannya adalah:
(1) Sukar berkembang karena dijalankan oleh pemiliknya sendiri;
(2) Modal terbatas;

(3) Kerugian ditanggung sendiri; dan

'*SriAndri, Hukum Dagang, Mitra Wacana Media, Makassar, 2014, HIm 11-12.
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(4) Jalannya perusahaan terbatas karena bergantung kepada usia pemilik.

b. Perusahaan Bukan Berbadan Hukum

Perusahaan bukan badan hukum adalah perusahaan swasta yang didirikan

gangan, dan
perjasaan. m firma dan

persekutu

c. Perusahs

Q @ A ada para pemegang saham yang
U

bertindak sebagai pemasok mode awabnya tidak melebihi modal yang

disetor, harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili perseroan dalam

menjalankan aktivitasnya dalam lalu lintas hukum, baik di dalam maupun di luar

pengadilan serta tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat

oleh perseroan terbatas.’” Sedangkan pengertian Koperasi dalam Undang-Undang

25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu badan usaha yang beranggotakan

YFreddy Haris dan Teddy Anggoro, Hukum Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010,
Him 15.
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orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada

prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas

asas kekeluargaan.

investasi.
berbagai Wyasa putra,
mengemuka adalah norma-
norma hu

investasi, s

BALNAVATR

S AN

agar investas
Di ka

istilah yang d

.uq odal lazim digunakan dalam
perundang-undangan. Namu . a_das dua istilah tersebut mempunyai
pengertian yang sama.*®

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
sebenarnya sudah membedakan secara tegas antara investasi langsung dan

investasi tidak langsung. Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 2 undang-

'83alim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, HIm.
9.

Y1da Bagus Rachmdi Supancana, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di
Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, HIm. 1.
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undang tersebut, dimana dikatakan “yang dimaksud dengan penanaman modal di
semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia adalah penanaman modal

langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung.”

gan antara investor

penanam - rasal da merupakan bidang
kegiatan ya
Syarat-syara erupaka -_ )e eh investor dalam
menanamka stasi _ 1 nega ng menjadi  tempat

investasi itu ditanamkan. ‘ stasi merupakan

dalam negeri dan tidak mengadakan pemisahaan undangundang secara khusus,
seperti halnya undang-undang penanaman modal terdahulu yang terdiri dari dua
undang-undang, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-

Undang Penanaman Modal Dalam Negeri.

2%Salim HS dan Budi Sutrisno, Op.Cit., HIm. 21.
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Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2007 menyebutkan bahwa penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal

menjadi dua, yaitu sebagai berikut:
1. Investasi langsung (direct invesment) diartikan sebagai kegiatan
penanaman modal yang melibatkan pengalihan dana proyek yang memiliki

jangka waktu panjang dengan tujuan memperoleh pendapatan reguler,

*!Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
*’Pandji Anoraga, Perusahaan Multi Nasional Penanaman Modal Asing, Dunia Pustaka Jaya,
Jakarta, 1995, HIm. 47.
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partisipasi dari pihak yang melakukan pengalihan dana dan suatu risiko
usaha.

Investasi langsung ini dapat dilakukan dengan mendirikan perusahaan

okal ama operasi tanpa

S LTSS Ve '.@

pada pengelolaan perseroan sehari-sehari.
b. Pada investasi langsung, biasanya resiko ditanggung sendiri oleh
pemegang saham sehingga pada dasarnya tidak dapat menggugat

perusahaan yang menjalankan kegiatannya.

% David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2013,
Hlm. 19.
#Ibid., HIm. 21
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c. Kerugian pada investasi tidak langsung, pada umumnya tidak di

lindungi oleh hukum kebiasaan Internasional.

Menurut william F.S. investasi dapat dilakukan dalam berbagai bidang

dalam kegiatan pengelaolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan
surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham
perusahaan dimana modal tersebut ditanamakan hanya memasukkan

modal dalam bentuk uang atau valuta semata.”®

% Kasmir dan Jakfar, Studi Kelayakan Bisnis, Kencana, Jakarta, 2010, HIm. 4.
*N.Rosyidah Rahmawati, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era
Global, Bayumedia, Malang, 2004, HIm. 7
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3. Bentuk Usaha Tetap (Permanent Establishment) Dan Penanaman Modal

Bentuk-bentuk badan usaha yang umunya digunakan di Indonesia yakni
perusahaan perorangan, firma, persekutuan komanditer dan perusahaan
terbatas.Istilah perusahaan untuk.pertama kalinya terdapat di.dalam Pasal 6 KUH
Dagang.yang mengatur mengenai penyelenggaraanpencatatan yang wajib
dilakukan oleh setiap orang_yang menjalankanperusahaan. Meskipun demikian,
KUH Dagang . tidak. .~ memuat  penafsiranotentik  ‘'mengenai  arti
perusahaan.Mengenai definisi perusahaan dapatditemukan dalam Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang WajibDaftar.

Perusahaan dengan Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah salah satuWajib
Pajak yang menempati kedudukan khusus dalam sistem perpajakan dilndonesia.
Perusahaan dengan bentuk usaha tetap adalah termasuk Wajib Pajak Luar Negeri.
Oleh karenanya = pengertian, perusahaan dengan bentuk usaha tetapakan
bersinggungan dengan sistem perpajakan dari Negara lain sehingga perusahaan
dengan bentuk usaha tetap juga merupakan salah satu hal yang menjadi bahasan
dalam perjanjian perpajakan dengan negara lain.Perusahaan denganBentuk Usaha
Tetap (BUT) (permanent establishment) adalah bentuk usaha yang dipergunakan
olen orang pribadi yang tidakbertempat tinggal di Indonesia atau berada di
Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka
waktu 12 (dua belas) bulan,atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan dilndonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di

Indonesia.?’

*’Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi Indonesia, Op.Cit., HIm, 32.
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Suatu perusahaan dengan bentuk usaha tetap mengandung pengertian
adanya suatu tempat usaha (place of business) yaitu fasilitas yang dapat berupa
tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin dan peralatan. Tempat usaha
tersebut bersifat.«Permanen -dan_ digunakan.~untuk - menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan dari Orang Pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan
yang tidak didirikan dan tidak -bertempat kedudukan di Indonesia. Pengertian
perusahaan dengan bentuk usaha tetap mencakup pula orang pribadi atau badan
selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yangbertindak untuk dan atas nama
orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak bertempat
kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal atau badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia tidak dapat
dianggap mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia apabila orang pribadi atau
badan dalam ‘menjalankan-, usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
menggunakan agen, broker atau Perantara yang mempunyai kedudukan bebas,
asalkanagen atau perantara tersebut dalam kenyataannya bertindak sepenuhnya
dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri.*

Menurut Undang-Undang. Perpajakan Indonesia, bentuk usaha yang
dipergunakan oleh Subjek Pajak Luar Negeri untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan dilndonesia, dapat dikatakan sebagai bentuk usaha tetap yang
dapat berupa:®

1. tempat kedudukan manajemen;

2. cabang perusahaan;

%% Anonim, Bentuk Usaha Tetap, http://id.wikipedia.org/wiki/, diunduh 03 April 2017.
Putu Sudarma Sumadi, Pengantar Hukum Investasi, Op.Cit., HIm.9.
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3. kantor perwakilan;

4. gedung kantor;

5. pabrik;
6. bengkel;
7. kerja
8.
9.
10. : 1S3 am  be eh au oleh orang
ktu 12 bulan;
11. kedudukannya
12. 4 , vali erus suransi yan dirikan dantidak
mi asuransi atau
b pajak dalam negeri
adalah perusahaan dengan dak dapat menikmati taxtreaty

antara Indonesia dengan negara treaty partner lainnya karena bukan penduduk
Indonesia dan atas laba bersih setelah pajak yang diterima atau diperoleh bentuk
usaha tetap dikenakan branch profit tax. Efek globalisasi yang diwarnai dengan
tumbuhnya kawasan bebas perdagangan, jasa danmodal maka transaksi
internasional di dalam negeri pun bertumbuh dengan pesatnya.Tak dapat

dipungkiri dan dibendung dengan masuknya banyak penanaman modal asing baik

28



1 vdwnyo(]

AP disay yepepe

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

dalam bentuk portfolio investment dan foreigndirect investment yang berimplikasi
luas bagi suatu negara termasuk Indonesia.*

Dalam melakukan penanaman modal, penanam modal asing dapat

bahasa Ing

)dal (investasi)

berasal d 1 i emal ; kan berbeda-beda

dari beberapa

**M. Soenarjah., The International Law On Foreign Investment, Second Edition, (Cambidge
University Press : United Kingdom

*'Ana Rokhimatussa’dyah dan Suratman, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika,
Jakarta, 2009, HIm. 78.

% David Kairupan, Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia, Kencana Premada Media
, Jakarta, 2013, HIm. 21

¥ 5 T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia,
Sinar Grafika, Cetakan IV, Jakarta Mei 2008, HIm. 571

* Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Raja grafindo Perasada, jakarta
2008, HIim. 31
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Menurut Kamarudin Ahmad menyatakan investasi adalah :*

“menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan

atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut .
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penanaman modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik indonesia”.

* Dididk J Rachbini, Arsitektur Hukum Investasi indonesia , Indeks, Jakarta, 2008, HIm. 11

% |da Bagus Rahmadi Supancana , Karangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di
Indonesia, Ghalia Indonesia, ciawi Bogor, 2006, HIm.2

% Kamus Besar bahasa Indonesia Cet. 11, balai pustaka , jakarta , 1989, HIm. 337
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Dari difinisi di atas maka pada dasarnya dapat disimpulan bahwa investasi
atau penanaman modal merupakan kegiatan penanaman modal baik berupa uang
atau aset-aset lainnya dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan.

Dalam ketentuan Undang-Undang..Nomor 1 tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing , menyatakan bahwa pengertian penanaman modal asing
di dalam undang-undang ini,adalah: penanaman modal untuk menjalankan
perusahaan ~di  Indonesia, dalam artian penanam  modal ‘secara langsung
menanggung resiko dari penanaman modal tersebut dengan keluarnya . Undang-
Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.*®

Ketentuan bentuk usaha tetap dalam ‘suatu_perjanjian sangat penting
artinya, selain.mengatur hak negara tentang untuk mengenakan pajak atas laba
usaha (bussines profit) yang diterima oleh perusahaan yang berkedudukan di
negara mitranya juga. mengatur tentang pemajakan laba~usaha, berdasarkan
ketentuan perjanjian perpajakan negara dapat mengenakan pajak atas laba usaha
yang diterima atau diperoleh perusahaan yang berkedudukan di negara mitranya
hanya apabila perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha melalui bentuk
usaha dari negara sumber tersebut.*

Pengertian bentuk usaha tetap berdasarkan Undang-Undang No.36 Tahun
2008 terdapat dalam pasal 2 ayat 5 yaitu menyebutkan bahwa bentuk usaha tetap
lalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat

tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari

*Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2008, HIm. 44

¥Aspek Hukum Subjek Hukum Pajak Bentuk Usaha Tetap Menurut Hukum Positif,
paulus_afds@binus.edu , ( diakses pada 09 Mei 2017)
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seratus delapan puluh tiga hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan
yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk

menjalankan kegiatan atau badan usaha di Indonesia jalankan usaha atau

ruang lingk enelitia ' ang pe K. memberi batasan
dari istilah
Hu ahaa alahsemua p ang mengatur
mengenai sega
Ben n adalahhe ‘ ) ; J!f kan oleh orang
pribadi yang tidak b a di Indonesia tidak

lebih dari 1

Penanaman Modal adalah adalah segala bentuk kegiatanmenanam modal,
baik oleh penanam modal dalam negerimaupun penanam modal asing untuk

melakukan usahadi wilayah negara Republik Indonesia.*®

“°Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,
Him 7

*www.Wikipedia. Com diakses pada tanggal 7 April 2017

“www.Wikipedia. Com diakses pada tanggal 7 April 2017

*Lihat Pasal 1 Butir 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
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F. Metode Penelitian
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi yang dianggap

paling sesuai dengan keadaan objek penelitian ini, sebagai berikut :

penelitian
hukum usaha tetap
dalam pe ngka akah hukum
yang diter J an perundang-

kepustakaan.**
2. Data dan Sumber Data
Data yang penelitian yang peniliti lakukan adalah data skunder yang terdiri

atas:

* Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum edisi revisi, Kencana Pranada Media Group, Jakarta,
2015, him. 164
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a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang dijadikan dalam

penelitian ini. Antara lain Pancasila, Undang-Undang Dasar 1995,

-"‘,‘Q
Q
o
2
)
>
)
5
&

3. Analisis Data

.
L/
¢

0..‘

Setelah melalui proses p

W |
data dan pengolahan data, kemudian
data dianalisis berdasarkan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan
penjelasan dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh, kemudian
membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori-teori dan pendapat para
ahli hukum, serta berdasarkan ketentuan hukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang telah ditetapkan, kemudian setelah data dianalisis,

dirumuskan kesimpulan secara Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal
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yang khusus ke hal-hal yang umum yaitu mengenai tentang Kedudukan Hukum
Perusahaan Bentuk Usaha Tetap (Permanent Estabilishment) Dalam

Implementasi Penanaman Modal.
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BAB |1

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK PENGHASILAN

ersama.  Seiring

i juga dengan

meraih peluang hukum.

Salah satu bagian yang disoroti adalah hukum pajak. Hukum pajak yaitu
keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk
memungut pajak. Kewenangan pemungutan pajak berada pada pemerintah.

Keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk
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mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat
melalui kas negara termasuk dalam ruang lingkup pengertian hukum pajak.*

Sebagai negara hukum segala sesuatu harus ditetapkan dalam undang-

al 23A Amandemen

pengertian ; emu jat:. Soemitro, SH,

menyatak
undangunda

(kontrapre y : g dapat ditujukan de gunakan untuk

3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat ataupun pemerintah

daerah.

*>Anastasia Diana dan Lilis Setiawati, 2004, Perpajakan Indonesia, Andi, Yogyakarta, 2004, him.
3-4.

**Rochmat Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, Asas Dan Dasar Perpajakan 1, Refika Aditama,
Bandung, 2004, him. 5-6.
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4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk

membiayai public investment.

W47

pajak hendaknya didasarkan pada :*®
1. Equality

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada
orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau

ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa

*" Bohari ,Pengantar Hukum Pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, him. 8-10
**Haula Rosdianadan Rasin Tarigan, Perpajakan, Rajawali Pers,Jakarta, 2005, him. 14-15
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nery we[sy sej

setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah
sebanding dengan kepentingannya dan manfaat yang diminta.

2. Certainty

idak ¢ an. se arena itu wajib pajak
s nnant ) SO
dibayar s : .
3. Conven

Kapan wajib pa S me g : ai-dengan saat-saat

yang tid Sistem
pemungut
4. Economy
Secara ekon( va biaye Jute [ ‘ﬁ' ewajiban pajak

wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan
yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan.

2. Keadilan Vertikal

Keadilan dapat dirumuskan (horisontal dan vertikal) bahwa pemungutan pajak
adil apabila orang dalam kondisi ekonomis yang sama dikenakan pajak yang

sama, demikian sebaliknya.
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Sejak jaman penjajahan Belanda sampai awal masa Orde Baru, system
pemajakan di Indonesia didasarkan pada Official Assessment System. Pada masa
itu seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari menentukan siapa
yang harus menjadi wajib pajak, menghitung-dan menetapkan besarnya pajak
terutang, sampai pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan oleh fiskus sebagali
officer. Wajib pajak hanya diminta, memberikan data dan menyerahkan uang
untuk disetor oleh fiskus ke kas Negara.*

Kemudian mulai tahun 1984, sejalan dengan reformasi total di bidang
perpajakan di_Indonesia, diberlakukan Self Assessment System, dimana seluruh
proses pelaksanaan kewajiban perpajakan mulai dari_menetukan siapa menjadi
Wajib Pajak, menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetor
pajak terutang ke kas Negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran yang
dilakukannya, dan mempertanggungjawabkan semua kewajiban itu dipercayakan
kepada Wajib Pajak itu sendiri.*

B. Definisi Pajak Penghasilan Pada Bentuk Usaha Tetap

Pajak Penghasilan ~ (PPh) sebelum perubahan perundang-undangan
perpajakan tahun 1983 diatur dalam perundang-undangan/ordonansi seperti yang
dikenal dengan Pajak Pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan
Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1984 dan pajak perseroan yang diatur dalam
Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 serta pajak atas bunga, dividen dan royalti

yang diatur dalam Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti tahun

**Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, Pajak Penghasilan, Gramedia, Jakarta, 2004, him. 231-
232

50Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, Hukum Pajak dan Permasalahannya, Refika Aditama,
Bandung, 2004, him. 86-88
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1970. Selanjutnya, Sejak tahun 1984 Pajak Penghasilan dipungut berdasarkan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam

perkembangannya, Undang-Undang Pajak Penghasilan ini dilakukan perubahan

digunakan
perpaduan

sebagaiman

digunakan a

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada
setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber

pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian Wajib Pajak

>"Waluyo dan B. llyas Wirawan, Perpajakan Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, 2003, him.17
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menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di

Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

Pajak penghasilan dikategorikan sebagai Pajak Pusat yaitu pajak yang

dilimpahka

“ﬁ\

AL

Sub

untuk dike

berkenaan

2. ’Q ) an ggantikan yang berhak.
Warisan yang belum te -‘
mereka yang berhak yaitu ahli waris.Apabila warisan tersebut telah dibagi,
maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

3. Badan

Pengertian Badan mengacu pada Undang-Undang KUP. Bahwa badan adalah

sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang

52Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2004, Perpajakan Indonesia, Andi, Yogyakarta,
2004, him. 45
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melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan
Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara

atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana

yang tidak ber al d : esia tidak lebih 183
hari dalam
tidak berte
melakukan keg sebagai Subjek

Pajak terse : | )a a sama dengan

Subjek Paja y erdasarka [ U k [ bjek Pajak dapat

pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat
untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yangberhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri
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a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau beradalndonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12

(dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat

QQ ama.mereka dengan syarat bukan
Warga Negara Indonesia ‘ dak menerima atau memperoleh
penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang
bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan
dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut tidak

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh
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penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah
yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh

3. Indonesia dan tidak

Penghasilan n asal 4 2 . Tahun 2000
tentang Paj ekonomis yang
diterima ata ia maupun dari
luar Indone uk menambah
kekayaan dalam bentuk

apapun.”

partly carried on. Ayat 2 dikatakan : The term “permanent establishment”
includes especially: a) aplace of management; b) a branch; c) an office; d) a
factory; e) a workshop,and f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other
place of extractionof natural resources. Ayat 3 dikatakan : A building site or

construction orinstallation project constitutes a permanent establishment only if it

lastsmore than twelve months.
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Sejalan dengan pengertian tersebut, berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat 5
UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa Suatu bentuk
usaha tetap mengandung pengertian adanya suatu tempat usaha (place of business)
yaitu fasilitas yang dapat berupa.tanah dan gedung termasuk juga mesin-mesin,
peralatan, gudang dan komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis
(automated equipment) yang_dimiliKi, disewa,atau digunakan oleh penyelenggara
transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Tempat
usaha tersebut bersifat permanen dan digunakan untuk menjalankan usaha atau
melakukan kegiatan dari orang pribadi (nature person) yang tidak bertempat
tinggal atau badan (legal person) yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia.*®

Pengertian perusahaan dengan bentuk usaha tetap mencakup pula orang
pribadi atau badan selaku agen yang kedudukannya tidak bebas yang bertindak
untuk dan atas nama orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal atau
tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Orang pribadi yang tidak bertempat
tinggal atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia tidak dapat dianggap. mempunyai bentuk usaha tetap di Indonesia
apabila orang pribadi atau badan dalam menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan di Indonesia menggunakan agen, broker atau perantara yang mempunyai
kedudukan bebas, asalkan agen atau perantara tersebut dalam kenyataannya

bertindak sepenuhnya dalam rangka menjalankan perusahaannya sendiri. Dalam

53Tony Marsyahrul, Pajak Penghasilan Potongan Dan Pungutan, Grasindo, Jakarta, 2005, him,
43-45
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tax treaty model OECD, pengecualian perusahaan dengan bentuk usaha tetap

yaitu sebagai berikut :

1. Apabila perusahaan suatu negara dari suatu negara treaty partner menjalankan

3. Apabila suatu perusahaan yang berkedudukan di suatu negara treaty partner
yang menguasai atau dikuasai oleh perusahaan lain yangberkedudukan di
negara treaty partner lainnya atau menjalankan usaha dinegara treaty lainnya.

Sedangkan, untuk penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu Negara

Pihak pada persetujuan sehubungan dengan jasa-jasa profesional atau pekerjaan

bebas lainnya hanya akan dikenakan pajak di Negara itu kecuali dalam hal
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dibawah ini, dimana penghasilan itu dapat juga dikenai pajak di Negara pada

persetujuan lainnya:

1. Jika mempunyai suatu tempat tertentu yang tersedia secara teratur

badan tidak lagi menjalankan usaha atau kegiatan melalui suatu perusahaan
dengan bentuk usaha tetap (Pasal 2A ayat (3) UU PPh).
C. Tinjauan Umum Tentang Bentuk Badan Usaha

Bentuk-bentuk badan usaha yang umunya digunakan di Indonesia yakni
perusahaan perorangan, firma, persekutuan komanditer dan perusahaan terbatas.

Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUH Dagang
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yang mengatur mengenai penyelenggaraanpencatatan yang wajib dilakukan oleh
setiap orang yang menjalankanperusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang

tidak memuat penafsiranotentik mengenai arti perusahaan.Mengenai definisi

menyerahkan

dikemukakan

disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan adalah sebagai berikut:
1. Badan usaha. Perusahaan memiliki bentuk tertentu, baik yang berupa badan
hukum maupun yang bukan badan hukum. Contohnya Perusahaan Dagang
(perusahaan perorangan), Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas,

Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan dan Koperasi.
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2. Kegiatan dalam bidang perekonomian, meliputi bidang perindustrian,
perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan.

3. Terus-menerus. Artinya adalah kegiatan usaha dilakukan sebagai mata

waktu yang

diketahui oleh

o1
A
\ &

umum, as Yubunga ' 0 5 benarkan oleh
pemerin

6. Keuntungan' da : 8 ahaan adalah untuk

perusahaan. Sehingga memiliki kelebihan yakni pemilik bebas mengambil
keputusan, seluruh keuntungan perusahaan menjadi hak pemilik perusahaan,
rahasia perusahaan terjamin. Sedangkan keburukannya antara lain tanggungjawab
pemilik tidak terbatas, sumber keuangan perusahaan terbatas, kelangsungan hidup
perusahaan kurang terjamin, dan seluruh aktivitas manajemen dilakukan sendiri,

sehingga pengelolaan manajemen menjadi kompleks.
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Firma (Fa) merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih dengan
bersama untuk melaksanakan usaha, umumnya dibentuk oleh orang-orang yang
memiliki Keahlian sama atau seprofesi dengan tanggungjawab masing-masing
anggota tidak terbatas, laba ataupun kerugian.akan ditanggung bersama. Kebaikan
dari firma kemampuan manajemen lebih besar, karena ada pembagian kerja
diantara para anggota, pendiriannya relatif: mudah baik dengan Akta atau tidak
memerlukan~ Akta Pendirian dan kebutuhan = modal  lebih  mudah
terpenuhi.Sedangkan keburukannya tanggungjawab pemilik tidak terbatas dan
kerugian yang. disebabkan oleh seorang anggota, harus ditangung bersama
anggota lainnya.

Bentuk Badan Usaha CV adalah bentuk perusahaan kedua setelah PT yang
paling banyak digunakan para pelaku bisnis untuk menjalankan kegiatan usahanya
di Indonesia. Namun tidak, semua bidang usaha dapat dijalankan Perseroan
Komanditer (CV), hal ini mengingat adanya beberapa bidang usaha tertentu yang
diatur secara khusus dan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha Perseroan
Terbatas (PT). Perseroan Komanditer adalah bentuk perjanjian kerjasama
berusaha bersama antara 2"(dua). orang atau.lebth, dengan akta otentik sebagai
akta pendirian yang dibuat dihadapan notaris yang berwenang.

Para pendiri perseroan komanditer terdiri dari pesero aktif dan persero
pasif yang membedakan adalah tanggungjawabnya dalam perseroan. Persero
Aktif yaitu orang yang aktif menjalankan dan mengelola perusahaan termasuk
bertanggung jawab secara penuh atas kekayaan pribadinya. Persero Pasif yaitu

orang yang hanya bertanggung jawab sebatas uang yang disetor saja kedalam
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perusahaan tanpa melibatkan harta dan kekayaan pribadinya. Adapun kebaikan
dari CV yakni kemampuan manajemen lebih besar, proses pendirianya relatif

mudah, modal yang dikumpulkan bisa lebih besar. Keburukannya yaitu sebagian

e liabilityof the

members, its creditors is
in no way r for payment of
their debts s such. Unlike
apartnership, lega persona with an

zamanHindia Belanda untuk perseroan yang diatur dalam Kitab Undang-
undangHukum Dagang Pasal 36 s/d 56. Sebutan ‘“naamloos” dalam arti
tanpanama ini disebabkan karena N.V itu tidak mempunyai nama seperti firmadan

pada umumnya juga tidak menggunakan salah satu nama dari anggautapeseronya;

*E.W. Chance, 1948, Principles of Mercantile Law, The Gregg Publishing Co., Ltd, London,
1948, him. 171-172

>>Achmad Ichsan, Hukum Dagang; Lembaga Perserikatan, Surat-Surat Berharga, Aturan- Aturan
Angkutan, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, him. 134
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identifikasinya terletak dalam obyek perusahaan yang menjaditujuan usahanya
umpama PT. Perusahaan Dagang Beras. SetelahProklamasi Kemerdekaan
Indonesia, istilah Perseroan Terbatas atau yangsering disingkat dengan PT dapat
dikatakan merupakan-istilah> mulai_popularpenggunaannya.di Indonesia. Hal ini
dapat ditelusuri dari banyaknya definisi yang diberikan oleh para sarjana sebagali
berikut:

M.H. Tirta Amidjaja mengemukakan bahwa perseroan terbatas itu ialah
perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan modal yang
tertentu, yang terbagi atas saham-saham dan tiap-tiap pesero pemegang saham-
turut serta didalamnya sebanyak satu saham atau lebih dengan tidak
bertanggungjawab sendiri untuk persetujuan-persetujuan perseroan itu.°

Dengan kalimat yang kurang-lebih sama maknanya K.R.M.T
Tirtodiningrat kemudian mengemukakan bahwa perseroan terbatas adalah suatu
persekutuan dengan modal tertentu yang dibagi-bagikan dalam beberapa sero atau
saham, dimana tiap-tiap anggota mengambil bahagian secara memiliki satu atau
beberapa sero, sedang pemegang-pemegang perseroan bertanggung jawab atas
pinjaman-pinjaman dari perseroan terbatas.hanya hingga jumlah yang tersebut
pada perseroan yang dimiliki itu.”’

Pandangan beberapa sarjana mengenai definisi PT tersebut secara tidak
langsung menunjukkan perjalanan sejarah dari istilah ataunama yang

dipergunakan secara khusus dan resmi untuk menggambarkan perseroan yang

*®M.H. Tirta Amidjaja, Pokok-Pokok Hukum Perniagaan, Djambatan, Jakarta, 2004, him.108.

>’K.R.M.T. Tirtodiningrat, Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Pembangunan,Jakarta,
2004, him. 132
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diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mulai dari Pasal 36
sampai dengan Pasal 56. Pada intinya istilah Perseroan Terbatas tidaklah

merupakan terjemahan dari istilah NaamlozeVennootschap, namun demikian

Soekardono™ha ( a i : dengan sifat-
sifathnya be ahaan ya g dijalan jan pandangan
bahwa Perse erbat L :‘ sin .‘ )3 adi dari dua kata,

yaitu: perseroan dan te - i 3 odalnya terdiri

QQ . " 4 ” sebab
| . ,

arti istilah “perseroan terba epat menggambarkan tentang

keadaan senyatanya....,>®> maka makna dari istilah Perseroan Terbatas menjadi
semakin jelas dan pada akhirnya istilah tersebut dipergunakan sebagai istilah

resmi dalam berbagai keperluan baik yang menyangkut dokumen notariil maupun

>®R. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid | (bagian kedua), Rajawali, Jakarta, 2004, him.
127

*H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 (Bentuk- Bentuk
Perusahaan), Djambatan, Jakarta, 2004, him. 89
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dokumen-dokumen negara seperti Berita Negara Republik Indonesia (BNRI) dan

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI).

Kendati pun pengaturan mengenai Perseroan Terbatas yang dituangkan

pengertian

Terbatas.

a. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
b. didirikan berdasarkan perjanjian,
c. melakukan kegiatan usaha,

d. modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham,

55



e. memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta
peraturan pelaksanaannya.

Mengingat karena beberapa hal menyangkut unsur-unsur tersebut sudah
disinggung secarasgaris besarnya _pada bahasan terdahulu,-maka dalam bahasan
pada sub bab ini akan lebih ditekankan pada penguraian unsur Perseroan Terbatas
adalah badan hukum yang merupakan:-persekutuan modal. Namun demikian dan
mengingat pula bahwa unsur-unsur yang lainnya juga memiliki arti yang tidak
kalah pentingnya, maka penguraiannya tidaklah cukuphanya berupa penegasan
semata-mata. Terhadap unsur-unsur yang lainnya..itu akan ditambahkan pula
penjelasan-penjelasan yang perlu dan relevan.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan
modal, Pernyataan yang dituangkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007
tentang Perseroan Terbatas (WUPT) bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah badan
hukum yang merupakan persekutuan. modal mengandung dua hal;
pertama,memberikan ketegasan dan kedua, UUPT tidak menentukan secara rinci
penegasan PT sebagai badan hukum persekutuan modal.*®

Mengenai hal yang pertama, hendaknya patut diberikan apresiasi yang
tinggi karena dengan ditegaskannya bahwa PT adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, berarti UUPT telah memberikan suatu kepastian
hukum mengenai status hukum PT. Disamping itu penegasan tersebut merupakan
langkah maju apabila dibandingkan terutama dengan KUHD vyang tidak

menentukan secara tegas tentang status PT sebagai badan hukum. Berkaitan

%Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, him.13-14
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dengan hal yang kedua, perihal badan hukum dan persekutuan modal merupakan
pilar-pilar penting bagi PT yang menimbulkan keingintahuan untuk

mendalaminya lebih jauh lagi, akan tetapi UUPT justru UUPT tidak mengatur

secara terperinci | pengerti isti t. Oleh Kkarena itu

han hukum

corporation

erupakan an

artificial pe the laws of a
state or na n dan Alan R.
Palmiter®* device  for

HERENANARS

c t_.‘\
i _ab
i .
2
]

conducting

abusiness ca

dan diperlakukan sama seperti layaknya manusia.Pasal 7 ayat (1) UUPT
menentukan Perseroan didirikan oleh 2(dua) orangatau lebih dengan akta notaris
yang dibuat dalam bahasalndonesia. Berdasarkan penafsiran secara gramatikal,
ketentuan tersebutmengandung pengertian bahwa sebelum datang menghadap

dihadapannotaris, para pendiri sebenarnya sudah mempersiapkan kesepakatan-

1 Lewis D. Solomon dan Alan R. Palmiter, Corporation, Examples and Explanations,
Little,Brown and Company, Boston, 1994, him. 3
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kesepakatanyang dihasilkan dari perjanjian pendahuluan diantara mereka

sebelumnya.

Adanya perjanjian pendahuluan yang sifatnya konsensual (consensueel)

patut dikemukakan pasal ini pada pokoknyamerupakan suatu konsekuensi logis
dari pemikiran teoritis bahwa pendirianPT didasarkan pada perjanjian dan sebagai
hasil implementasi dariperjanjian.Oleh karena itu segala sesuatunya dan dalam hal
ini menyangkutmaksud, tujuan serta kegiatan usaha perseroan tidak boleh

bertentangandengan ketiga batasan sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab

®2Gordon D. Schaber dan Claude D. Rohwer, Contracts In A Nutshell, West Publishing, St.Paul
Minn, 1990, him. 1
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Undang-undangHukum Perdata itu. Selanjutnya yang tidak kalah pentingnya

untuk  dikemukakan  adalah  bahwa  melakukan  kegiatan  usaha

merupakankewajiban bagi PT.

diyakini ak
tersebut dilaksanaka aren: :‘ la sel aka enimbulkan sanksi-

sanksi.®®

a peluang usaha

dengan melakuka 'ﬁ Jengan mendirikan anak

ditempuh alah segi yuridis fiskal, dengan memberi batasan atas laba perpajakan
dan memberi batasan atas laba usaha dari BUT yang akan dipungut pajak.

Masalah yang menjadi topik pembahasan adalah penentuan laba usaha dari
BUT sebagaimana diatur dalam pasal 7 OECD model, yang menutut literatur

perpajakan internasional disebut “ Atribution Principle” pengertian laba usaha

®H.L.A. Hart, The Concept of Law Second Edition, Oxford University Press, New York, 1994,
him. 6
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harus diberi pengertian yang luas, karena laba usaha dari BUT tersebut juga
meliputi keuntungan dari pengalihan harta dan penghasilan pengguna harta.

Sejalan dengan pengertian laba usaha yang dimaksud harus diberi arti luas,
pembahasan juga.akan menyinggung masalah penggunaan. aktiva yang boleh
diusulkan suatu BUT, dalam kaitannya dengan penyusutan.

Penentuan laba usaha dari BUT dalam;OECD Model diatur dalam Artikel
7 yang rumusannya sepcrti berikut; “for the purposes of this convention, the term
permanent esthablishment, means a fixed place of business through which the
business of enterprise is a wholly or partly carried on”.

Defenisi tersebut memberi indikasi, bahwa laba usaha BUT di suatu
negara adalah yang diperoleh dari kegiatannya di negara tersebut, rumusan itu
hanya mengatur laba usaha tidak dapat dikenai pajak di negara sumber kecuali
kegiatannya dilakukan melalui suatu BUT. Jadi profit merupakan kata kunci untuk
membatasi hak pemajakan negara di mana BUT berada.

Ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam
perhitungan skala laba dalam BUT, yakni Pendekatan “Relevant Business Activity”
yaitu laba usaha yang “Attributable” kepada. BUT adalah laba usaha dari kegiatan
dimana BUT tersebut berpartisipasi, hal ini berarti pendekatan melalui metode ini
tidak dapat dianggap sebagai laba usaha BUT tetapi berasal dari yurisdiksi negara
dimana BUT berada.

Beberapa negara menerapkan pembatasan laba usaha suatu BUT dengan
merujuk laba bersih dari semua cabang perusahaan atau sebagai alternatif lain

menggunakan laba bruto, tetapi pendekatan ini tidak secara tegas menyebutkan
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bahwa laba usaha BUT hanya terbatas kepada penghasilan dari kegiatan teritori
dimana BUT berada.

Pendekatan Dberikutnya yaitu “Functionaly Separate Entity”, yang

Berdas ~ _' B - N0 36 Tahun 2008

Tentang Pajak Per i laba suatu BUT

yaitu:

2) Pembayaran kepada kantor pusat yang tidak diperbolehkan dibebankan

sebagai biaya adalah ;

a) Royalti atau imbalan sehubungan dengan penggunaan harta, paten,atau

hak-hak lainnya;

% Surahmat, Rahmanto and Friends, “Penentuan Laba BUT”, www.triyani.blogspot.co.id , diakses
pada 10 Mei 2017
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b) Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya;

c) Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Dalam kaitannya dengan-pajak berganda, terdapat masalah yang umum
seperti perbedaan terhadap status Badan Usaha Tetap (BUT) tersebut dimana
dalam sebuah.negara terkadang-Badan Usahay Tetap (BUT) dianggap sebagai
subjek pajak luar negeri, namun terkadang dapat dianggap sebagai subjek pajak
dalam negeri. Hal ini dapat menimbulkan ambiguitas bagi Badan Usaha Tetap
(BUT) yang bersangkutan, Namun dari kedua jenis wajib pajak tersebut terdapat
perbedaan yang signifikan yaitu dalam hal pemenuhan kewajibannya. WPLN yang
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui BUT dikenakan
pajak selayaknya usaha yang dijalankan atau kegiatan yang dilakukan WWPDN. Hal
tersebut diterapkan selaras> dengan = prinsip...pemajakan internasional yang
menghendaki perlakuan non diskriminasi dan kesetaraan perlakuan.®

E. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal Asing Menurut Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007

Ditetapkannya ketentuan..penanaman modal melalui Undang-undang
tentang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 sebagai pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah
mengakhiri dualisme pengaturan tentang penanaman modal. Selain itu, kehadiran

undang-undang yang baru ini sekaligus mempertegas dan memperjelas kebijakan

% Gunadi, Op.Cit,him.86
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pengaturan penanaman modal di Indonesia. Penanaman modal asing yang

dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 hanyalah meliputi

penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau

untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun
yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Pengertian penanaman modal asing menurut Hulman Panjaitan adalah:
“Suatu kegiatan penanaman modal yang di dalamnya terdapat unsure asing yang

dapat ditentukan oleh adanya kewarganegaraan yang berbeda, asal modal dan
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sebagainya.Dalam penanaman modal asing, modal yang ditanam merupakan

modal milik asing dengan modal dalam negeri”. %0

Modal menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 adalah asset dalam

yang dimili  perseora :h_ 3 ne asing, badan usaha

asing, bada , an/atau bada ' do ang sebagian atau

masuk dalam kategori pengertian modal asing tersebut, yaitu meliputi:
a) Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan
devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk

pembiayaan perusahaan di Indonesia;

**Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, Op.Cit., him. 5-6
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b) Alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik
orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar kedalam wilayah

Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa

‘ﬁ\;\ z

)

mengemuka

Q

meliputi p

perusahaan

e
g
ﬂl
/
Fj;'
ﬂ;

0,
usaha di wilayah negara Rep .
Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh
penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri,

sedangkan penanaman modal asing kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal
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dalam asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang
berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanaman modal menjadi salah satu alternatif yang tersedia untuk
pemecahan masalah kesulitan-pembiayaan_dalam pembangunan nasional. Selain
dari itu; penanaman modal juga menyumbang pada perbaikan sarana dan
prasarana disekitar lokasi penanaman:-maodal; tersebut berada, membantu untuk
menciptakan lapangan kerja baik untuk tenaga kerja terampil maupun untuk
tenaga kerja yang kurang terampil, membantu untuk perbaikan dan peningkatan
teknologi produksi, meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari pajak dan
penerimaan negara bukan pajak, meningkatkan penerimaan devisa bagi negara
dari penanaman modal yang produksinya berorientasi untuk ekspor, dan
mendorong peningkatan efisiensi produksi dan distribusi.®’

Sejalan ‘dengan_pendapat umum yang , menyatakan-bahwa penanaman
modal akan membantu pembiayaan pembangunan ekonomi nasional dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
menyebutkan bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk:
1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

2. Menciptakan lapangan kerja.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.

6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.

%7 Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal Di Indonesia, Op.Cit., him. 94
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7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan
menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar
negeri,dan

8. Meningkatkan kesejahteraan-masyarakat.

Secara sistematika Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal terdiri dari 18:bab, dan-40,pasal. Sebagaimana lazimnya suatu
Undang-undang, dalam” undang-undang penanaman modal ini pun dijabarkan
beberapa istilah yang digunakan, antara lain disebutkan, penanaman modal adalah
segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam
negeri maupun penanaman maodal asing untuk melakukan usaha diwilayah negara
Republik Indonesia (pasal 1 butir 1).

Pengertian segala bentuk kegiatan dalam kerangka Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berarti yang dimaksud adalah
dalam bentuk pemanaman modal secara langsung (direct investment). Demikian
juga halnya untuk penanaman modal secara langsung pun ada pembatasan-
pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal, pengertian penanaman secara langsung berarti penanam modal
(investor) membentuk suatu badan usaha atau perusahaan di Indonesia. Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal memberikan ketentuan
terhadap penanam modal asing yang akan menanamkan modalnya (melakukan
kegiatan usaha) di Indonesia harus mendirikan badan usaha yang berbentuk
perseroan terbatas (PT), juga karena para usahawan itu sendiri yang memilih

untuk mendirikan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) dalam
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melakukan aktivitas usahanya. Pemilihan itu tentunya bukan tidak beralasan

karena PT sebagai bentuk badan usaha dirasa mempunyai kelebihan dibanding

badan usaha lainnya.®®
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lain oleh u
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usaha yang berstatus sebagai penanaman modal dalam negeri, bentuk usahanya
tidak harus dalam bentuk badan hukum. Lain halnya untuk badan usaha yang
berstatus sebagai penanaman modal asing, pembentuk undang-undang

memasyarakatkan badan usahanya berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT).

68Agus Budiarto, Kedudukan Hukum Dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia
Indonesia, Jakarta, 2002, him. 13
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Perbedaan utama dari badan hukum dan bukan badan hukum adalah:
a. Pemilik dan pengurus badan usaha yang mempunyai status badan hukum

memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan perusahaan sebagai badan

perseorangan, de ' ‘ p‘mengenai status

hukum yang dif engan status B 1 a jelas bentuk

perusahaannya ~ di : KL esia.®®Penanaman

yang dilakukan oleh penanam modal dalam menjalankan usahanya dilakukan
diwilayah negara Republik Indonesia.Jelas merupakan salah satu syarat yang
harus dipenuhi oleh penanaman modal, khususnya penanaman modal asing

bilamana ingin menanamkan modalnya di Indonesia.

®*Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern, Refika

Aditama, Bandung, 2004, him. 78-80.
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Dalam hal ini dirasakan betapa pentingnya harmonisasi antara satu
Peraturan dengan peraturan lainnya agar tidak saling berbenturan. Hal lain yang
menarik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal adalah dicantumkannya.sejumlah asas-yang menjiwai norma yang ada
dalam undang-undang penanaman modal. Seperti dalam pasal 3 ayat (1) beserta
penjelasannya disebutkan sejumlahiasas dalam penanaman Pada Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing tidak dikenal adanya asas
perlakuan yang sama (nondiskriminatif). Asas ini baru dikenal pada Undang-
Undang Nomor. 25 Tahun 2007, dimana situasi perdagangan dunia pada waktu
penerbitan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah berubah mengikuti arus
globalisasi dan-kecendrungan keinginan dunia usaha yang menghendaki perlakuan
yang sama bagi semua peserta dalam perdagangan bebas.

Pemerintah Indonesia, sendiri telah menandatangani kenvensi MIGA yang
salah satu klausula di dalamnya adalah bahwa negara-negara penanda tangan
konvensi tidak boleh menciptakan diskriminasi bagi penanam modal dalam negeri
terhadap penanam modal asing. Di dalam kesepakatan GATTWTO khususnya
yang berkaitan dengan perdagangan daninvestasi yang disebut dengan Trade
Related Investment Measures(TRIMs) ditentukan juga bahwa setiap negara
penanda tangan persetujuan TRIMs tidak boleh membeda-bedakan antara
penanaman modal dalam negeri dengan penanaman modal asing. Oleh karena itu,
peraturan prundang-undangan negara-negara peserta GATT-WTO tidak boleh lagi

membedakan adanya modal asing dan modal dalam negeri.”

"®Jonker Sihombing, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Op.cit, him. 9

70



Peraturan penanaman modal dalam perjanjian-perjanjian WTO, seperti
TRIM’s Agreement maupun GATS sebenarnya merupakan penegasan kembali
secara lebih spesifik prinsip-prinsip perdagangan bebas yang telah dinegosiasikan
sejak tahun 194¢. Salah satu. prinsip dasar dari perdagangan internasional
yangditransformasikan adalah prinsip national tretment. Prinsip ini dijadikan
sebagaialasan mendasar bagi. dilarangnya sebuah persyaratan penanaman modal
karena dianggap mengandung tindakan diskriminatif terhadap produk impor.

Jiwa dari prinsip national treetment adalah adanya perlakuan yang sama
oleh suatu negara baik terhadap kepentingannya sendiri maupun terhadap
kepentingan negara lain. Sebagaimana yang telah disebutkan semula, Undang-
Undang yang berlaku sebelumnya yakni Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1967 jo
Undang-Undang. Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing
maupun Undang-Undang Nemor 6 Tahun 1968jo Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri tidak mencantumkan secara
khusus asas-asas penanaman modal seperti yang terdapat pada Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2007 sebenarnya secara tidak langsung dikandung juga oleh
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing maupun
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri,
karena kedua Undang-Undang tersebut juga didasarkan pada Pancasila dan UUD
1945.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 di satu pihak menetapkan asas
perlakuan yang sama (non diskriminatif) dalam penanaman modal di Indonesia,

namun di pihak lain bidang-bidang usaha tertentu dinyatakan tidak terbuka untuk
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semua penanaman modal karena diperuntukan khusus bagi pengusaha UMKMK,
sehingga asas perlakuan yang sama kelihatannya tidak diterapkan secara utuh.
Dengan demikian asas perlakuan yang sama yang tercantum pada Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tersebut hanyalah sebatas.asas perlakuan yang
sama untuk hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan perizinan penanaman
modal, dan belum mencakup.pertakuan yang sama terhadap bidang-bidang usaha
yang terhadap bidang-bidang usaha yang dapat dimasuki untuk kegiatan
penanaman modal. Pengertian ini harus dipegang secara teguh karena
implikasinya _akan berbeda terhadap keberhasilan dan kesinambungan
pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera
sebagaimana yang dicita-citakan.

Sampal saat ini pemerintah masih memandang perlu untuk
mempertahankan kebijakantersebut karena bagaimanapun juga dalam semangat
liberalisasi perdagangan yang begitu mewabah dewasa ini tentunya tidak semua
bidang usaha dapat dibuka dan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme
pasarbebas. Adanya  persaingan bebas pada akhirnya akan dapat mematikan
pengusaha nasional yang sampai'saat ini masih perlu diberikan perlindungan.™

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa
semua bidang usaha atau jenis usaha bagi kegiatan penanaman modal, kecuali
bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan
persyaratan. Dan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal

menetapkan bahwa bidang usaha yang tertutup bagi penanam modal asing adalah:

""Rahmadi Supanco 1B, Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia
Indonesia, Bogor, 2006, him. 93-94
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a. produksi senjata, mesiu, alat peledak dan peralatan perang; dan
b. bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-
undang.

Ayat (3) pasal 12 Undang-Undang Penanaman Modal menyatakan bahwa
pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden menetapkan bidang usaha yang
tertutup untuk penanaman medal; baik “asing .maupun dalam negeri, dengan
berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan,
dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. Selanjutnya ayat (4)
menjelaskan kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka
dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka
dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden.

Serta didalam Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Penanaman Modal
menyatakan pemerintah menetapkan = bidang, wusaha yang terbuka dengan
persyaratan berdasarkan Kriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber
daya alam, perlindungan, pengembangan usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi, pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi,
partisipasi modal dalam negeri;. Serta kerja sama dengan badan usaha yang
ditunjuk pemerintah.

Berkenaan dengan itu pemerintah telah menetapkan kebijakan dasar
tentang penanaman modal di Indonesia dengan maksud untuk lebih mendorong
terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal, sekaligus
juga untuk penguatan daya saing perekonomian nasional yang akhir-akhir ini

dirasakan mengalami banyak kemunduran.
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Dalam ketentuan tentang Kebijakan Dasar penanaman Modal yang
menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di
Indonesia baik penanaman modal asing maupun modal dalam negeri. Dalam
menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud i maka pemerintah akan:

a. Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam
modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

b. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi
penanam modal sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan_memberikan perlindungan

kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).

Untuk merangsang penanaman modal di  Indonesia, pemerintah
memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas kepada para penanam modal, baik
bagi penanam modal baru maupun. bagi penanam modal akan melakukan
perluasan usaha. Pemerintah menetapkan bahwa badan usaha dalam negeri yang
akan melakukan penanaman modal dapat berbentuk badan hukum ataupun bukan
badan hukum, sedang untuk penanaman modal asing wajib di wujudkan dalam
bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia, dan berkedudukan di
dalam wilayah negara Republik Indonesia. Badan usaha yang berbentuk perseroan
Terbatas yang akan menanamkan modalnya di Indonesia harus mengikuti
ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

Perseroan Terbatas.
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Bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang

akan melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat

mewujudkan rencana tersebut dengan cara mengambil bagian saham pada saat

kebijakan
informasi an penana . erpadu satu pintu

tersebut dilakukan oler ja atau ins 'f erWe Jari lembaga atau

antar instansi

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun sesama antar instansi
pemerintah daerah. Fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal baru

tersebut dapat berupa;’®

2|pid, him.54-55
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1) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai pada

tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam

waktu tertentu.

2) : auf ering hes | impor barang modal,

3) iku atau bahan
| tertentu dan

4) Nilai (PPN) atas
ntuk keperluan
selama jangka

5)

6) i an pa anc K snya untuk bidang

penghasilan badan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu hanya dapat di
berikan kepada penanaman modal baru yang termasuk dalam kategori industri
pionir, yakni industri yang memiliki keterkaitan yang luas, yang memberi nilai
tambah dan eksternalitas yang tinggi, industri yang memperkenalkan teknologi
baru, serta industri yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Selain dari itu, untuk penanaman modal yang sedang berlangsung yang
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memerlukan penggantian mesin-mesin ataupun barang modal lainnya, pemerintah
juga dapat memberikan keringanan atau pembebasan bea masuk. Dengan adanya

pemberian keringanan fasilitas bea masuk maka penanam modal dapat melakukan

diinginka : 2 eNe : Rl H dalam negeri

maupunpe asing. k ; erutama pada

dapat mengha ~ Unt r - ';_ ana ajakan tersebut,
pemerintah antara lai a nel | ra | ﬂ omor 1 Tahun
2007 Tenta odal di Bidang-

Bidang Usaha da C 3 | : ik elalui Peraturan

c) Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh)
tahun.

d) Pengenaan potongan pajak atas dividen yang di bayar kepada wajib pajak
luar negeri sebesar 10% atau tarif yang lebih rendah menurut persetujuan

penghindaran pajak berganda.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menetapkan bahwa setiap
penanam modal berhak untuk mendapatkan kepastian hak, perlindungan hukum,
informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang akan atau telah
dijalankannya, hak pelayanan;serta berbagai.bentuk fasilitas kemudahan lainnya
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah juga menetapkan “bahwa semua bidang atau jenis usaha
dinyatakan terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang atau jenis
usaha yang dinyatakan tertutup, atau dinyatakan terbuka dengan persyaratan.
Penetapan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal dalam negeri
maupun bagi penanaman modal asing dilakukan berdasarkan kriteria tertentu
seperti kriteria-kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan
keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.

Sedang penetapan bidang usaha yang terbuka dengan-persyaratan tertentu
dilakukan berdasarkan Kkriteria kepentingan nasional, yaitu perlindungan dan
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi (UMKMK),
pengawasan produksi dan distribusi, peningkatan kapasitas dalam negeri, untuk
modal dalam negeri, serta kerja.sama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh
pemerintah. Khusus bagi penanaman modal asing, pemerintah menetapkan bidang
atau jenis usaha yang tertutup bagi mereka yaitu bidang bidang-bidang yang
mencakup:

a) produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, serta
b) bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang

undang.
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perusahaan Dengan Bentuk Usaha:Tetap Dalam Undang-
Undang Noemor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan

1. KedudukanBentuk Usaha Tetap Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun
2008 tentang Pajak Penghasilan

Perbedaan yang menonjol antara pengertian perusahaan dengan bentuk
usaha tetap yang terdapat dalam undang-undang Nomor. 36 tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan dengan pengertian perusahaan dengan bentuk usaha tetap yang
terdapat dalam Perjanjian Perpajakan adalah ‘untuk lokasi bangunan, proyek
konstruksi, instalasi atau proyek perakitan atau kegiatan-kegiatan pengawasan
yang berhubungan dengan proyek. dalam Perjanjian Perpajakan terdapat
ketentuan mengenai batas~waktu (timetest) .untuk dapat-dianggap sebagai
perusahaan dengan badan usaha tetap, sedangkan dalam undang-undang Pajak
Penghasilan batas waktu (time test) tersebut tidak ada.”

Istilah perusahaan dengan bentuk usaha tetap, yang dalam bahasa Inggris
disebut permanent establishment, mulai“.dikenal dalam perpajakan Indonesia
setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan, yaitu pada tanggal 1 Januari 1984. Sebelumnya yang dipergunakan
bukan perusahaan dengan bentuk usaha tetap, tetapi pendirian tetap, Penggantian

Istilah pendirian tetap perusahaan dengan bentuk usaha tetap didasari alasan

Ahmad Yani, Solusi Masalah Pajak Penghasilan, PrenadaMedia, Jakarta, 2004, him. 87- 93.
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bahwa istilah pendirian tetap lebih berkonotasi kepada pendapat atau pemikiran,
bukan kepada bentuk usaha.

Perusahaan dengan bentuk usaha tetap dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-

idak lebih dari 183

' &
1* J! as) bulan, dan

badan yan 3 irika Tt dat bhitcip Ju donesia untuk

tinggal di

(seratus de

menjalankan usaha a elakukan kegiatan di Indones g.dapat berupa:

a)
b)

h) ruang untuk promosi dan penjualan;

i) pertambangan dan penggalian sumber alam;

j) wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;

K) perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan proyek

konstruksi, instalasi atau proyek perikatan;
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I) pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain,

sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu

12 (dua betas) bulan;

permanen dan dig enjala | giatan dari orang

pribadi yang tidak be erada di Indonesia tidak

untuk suatu perusahaan dengan bentuk usaha tetap di antaranya:

1. adanya tempat usaha (place of business);

2. usaha atau yang dilakukan haruslah bersifat permanent (certain degree of
permanent);

3. adanya sifat ketergantungan (dependence).
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Dengan mengambil salah satu contoh bentuk usaha tetap tersebut di atas,
misalnya gedung kantor, gedung kantor tersebut baru akan merupakan perusahaan

dengan bentuk usaha tetap apabila di gedung kantor itu dijalankan usaha

. Atribusi karena hubungan efektif: penghasilan sebagaimana tersebut
dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang
terdapat hubungan efektif antara perusahaan dengan bentuk usaha tetap
dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud.

(Pasal 5 ayat (1) huruf c).
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Perusahaan dengan bentuk usaha tetap yang merupakan cabang
perusahaan, atau tempat kedudukan manajemen, kantor, pabrik, tempat kerja atau
suatu hak penambangan dan kekayaan alam lainnya. Dalam pengertian ini juga
termasuk proyek pembuatan gedung atau konstruksi yang dilakukan dan melewati
tes waktu yang ditentukan dalam Undang-Undang di negara domisili, di Indonesia
diatur dalam Pasal 2 ayat 5 Jbahwa\ tuntik dianggap perusahaan denganbentuk
usaha tetap, apabila mereka melakukan kegiatan di Indonesia lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan, sedangkan untuk pemberian jasa, waktu tes yang
diberikan untuk menjadi perusahaan dengan bentuk usaha tetap apabila jasa yang
diberikan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

Dilihat ~dari bentuknya, perusahaan dengan bentuk usaha tetap dapat
dikelompokkan dalam empat tipe, yaitu sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan bentuk-usaha tetap tipe aset

Perusahaan dengan bentuk usaha tetap kelompok ini ditengarai dengan
adanya fasilitas fisik (aset) yang merupakan tempat untuk menjalankan sebagian
atau seluruh usaha atau melakukan kegiatan perusahaan wajib pajak luar negeri di
Indonesia. Tempat usaha demikian dapat merupakan kepunyaan sendiri, disewa
dari pihak lain atau difasilitasi pihak lain yang memungkinkan pemanfaatan
tempat usaha tersebut. Sesuai dengan kelaziman internasional (Model Konvensi
OECD dan UN), untuk mempunyai kualifikasi sebagai perusahaan dengan bentuk
usaha tetap, tempat usaha tersebut harus mempunyai derajat kepermanenan baik

secara geografis maupun berkelanjutan. Dalam tips ini perusahaan dengan bentuk
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usaha tetap dapat berupa gedung kantor, bengkel. pabrik. tanah pertanian.

peternakan, pertambangan, dan penggalian sumber alam.

2. Perusahaan dengan bentuk usaha tetap tipe aktivitas

praktik internasional. Dengan demikian, hanya aktivitas pemberian jasa di
Indonesia yang melebihi 60 hari saja yang dapat menjadi perusahaan dengan

bentuk usaha tetap.
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3. Perusahaan dengan bentuk usaha tetap tipe agen

Selain ditengarai dengan fasilitas fisik dan aktivitas, bentuk usaha tetap
dapat eksis karena relasi bisnis yang berupa keagenan. Dengan hubungan
keagenan, pengusaha wajib pajak luar negeri dapat memperoleh penghasilan
usaha dari Indonesia tanpa harus memanfaatkan tempat usaha tetap atau punya
aktivitas sendiri. Dalam tipe. ini;; perusahaansdengan bentuk usaha tetap berupa
orang pribadi atau badan yang bertindak sebagai agen dari perusahaan luar negeri
yang kedudukannya tidak bebas (dependent agent).

4. Perusahaan dengan bentuk usaha tetap tipe asuransi

Dalam tipe ini, perusahaan dengan bentuk usaha tetap dapat berapa agen
atau pegawal dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di suatu negara yang menerima premi asuransi atau menanggung
risiko di negara itu. Usaha_asuransi pada umumnya dianggap mempunyai
perusahaan dengan bentuk usaha tetap menurut Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda apabila ada tempat tetap (fixedplace of business) dan menerima premi
dari wilayah negara melalui seseorang atau agen yang tidak mempunyai status
bebas (dependentagent).

Sehingga pemajakan asuransi menurut Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda hanya mengacu pada ada atau tidaknya bentuk usaha tetap.Apabila ada
bentuk usaha tetap menurut Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, maka
Indonesia berhak untuk memungut pajaknya, namun apabila tidak ada maka
Indonesia tidak berhak memungut. Hal tersebut berbeda menurut Undang-Undang

Pajak Penghasilan mengenakan pajak atas perusahaan dengan bentuk usaha tetap
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apabila memenuhi kriteria bentuk usaha tetap, namun apabila tidak memenuhi
kriteria perusahaan dengan bentuk usaha tetapakan terutang pajak penghasilan
Pasal 26.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, perusahaan dengan bentuk usaha tetap
yang juga merupakan pelaku usaha sesuai dengan Pasal 1 Angka 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Aarangan Praktek® Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat menyebutkan Pelaku Usaha adalah setiap orang
perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang
ekonomi.

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan Pelaku Usaha adalah setiap orang
perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau-melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik. Indonesia,.baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi. Berdasarkan pengertian dari pelaku usaha menurut Undang-Undang
Anti Monopoli dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana
menyebutkan pelaku usaha tersebut dapat orang perseorangan atau badan hukum
yang didirikan dan melakukan kegiatan usaha di Indonesia ini memiliki perbedaan

dengan perusahaan bentuk usaha tetap sebagimana disebutkan dalam Undang-
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Undang Pajak penghasilan. Sehingga dari beberapa pengertian tentang pelaku

usaha, maka didapat kriteria khusus dari perusahaan dengan bentuk usaha tetap

antara lain:

perusahaan dengan bentuk usaha tetap pada umumnya berupa aset, misalnya
pabrik, gedung, kantor, bengkel, perkebunan atau kegiatan misalnya pemberian
jasa, atau berupa agen. Dalam kaitan ini, yang merupakan subjek pajak
seharusnya orang atau badan yang memiliki atau yang menjalankan usaha di
pabrik, gedung, kantor, bengkel, perkebunan dan sebagainya, atau yang

melakukan pemberian jasa tersebut, bukan pabrik, gedung, kantor, bengkel,

87



perkebunan atau pemberian jasa lainnya. Alasan menjadikan perusahaan dengan
bentuk usaha tetap sebagai subjek pajak adalah guna menggantikan subjek pajak
luar negeri yang mempunyai perusahaan dengan bentuk usaha tetap tersebut agar
memudahkan pemungutan pajak terhadap..subjek  pajak. luar negeri yang
bersangkutan. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa perusahaan dengan
bentuk usaha tetap adalah subjek-pajak substitusi atau kadang kala disebut sebagali
subjek pajak palsu (psetido tax subject).”®

Dalam memudahkan pemungutan pajak terhadap orang pribadi atau badan
luar negeri yang melakukan kegiatan atau usaha di Indonesia melalui perusahaan
dengan bentuk usaha tetap, tanpa harus menjadikan bentuk usaha tetap sebagai
subjek pajak adalah melalui suatu mekanisme yang mewajibkan orang pribadi
atau badan yang merupakan subjek pajak luar negeri yang melakukan kegiatan
atau usaha di Indonesia melalui bentuk usaha tetap untuk menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT), sebagaimana yang diwajibkan kepada subjek
pajak dalam negeri. Saat bentuk usaha tetap menjadi subjek pajak dan pada saat
yang bersamaan sekaligus juga menjadi wajib pajak, adalah pada saat orang
pribadi atau badan luar negeri mempunyai-hubungan ekonomis dengan Indonesia
melalui perusahaan dengan bentuk usaha tetap tersebut dan berakhir pada saat
hubungan ekonomis dengan Indonesia tidak ada lagi. Hubungan ekonomis dengan
Indonesia dianggap ada apabila orang pribadi atau badan luar negeri tersebut

menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber di Indonesia.

"*Jaja Zakaria, Perlakuan Perpajakan terhadap Bentuk Usaha tetap (BUT), Op.Cit, him.91-92
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Pemajakan menurut UU PPh berlaku penuh apabila tidak ada perjanjian

penghindaran pajak berganda (P3B) atau tax treaty antara pemerintah Indonesia

dengan pemerintah tempat wajib pajak luar negeri berdomisili. Apabila terdapat

pajak atau pen

1. Tarif Te

29 Desember
ahaan pelayaran

bruto/kotor

b)
ekspor perusahaan ke Indone pila tidak ada tax treaty atau perjanjian
penghindaran pajak berganda P3B.
2. Tarif Umum Pasal 17 UU PPh
Sesuai pasal 16 ayat 3 UU PPh, penghitungan PPh terutang adalah tarif

pasal 17 UU PPh dikalikan penghasilan kena pajak. Jumlah penghasilan kena

™ Ilyas, B.Wirawan dan Suhartono Rudi, Hukum Pajak Material 1 Seri Pajak Penghasilan,
Salemba Empat, Jakarta, 2011, him.197
"®Ibid, him. 200
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pajak diperoleh dari jumlah penghasilan dikurangi biaya fiskal dan biaya tertentu

khusus bagi BUT vyaitu biaya administrasi kantor pusat yang terkait dengan

penghasilan BUT sesuai pasal ayat 2 dan 3 UU PPh.

tah Indonesia
dengan negara r ha _- s -_ pasal 2 ayat 5
BU ansi. Penentuan
anjang ada tempat
BUT, sehingga

pajak atas wajib

perakitan. Apabila suatu jasa atau kegiatan di Indonesia belum melebihi tipe
waktu P3B, maka Indonesia sebagai negara sumber tidak berhakmengenakan
pajak atas wajib pajak luar negeri tersebut karena tidak memenuhi syarat BUT dan
juga tidak dapat mengenakan pasal 26 karena hampir semua P3B menegaskan
bahwa kegiatan usaha hanya dapat dikenakan di negara sumber apabila hanya

memenuhi syarat BUT saja.
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Pada umumnya, hampir semuaP3B juga mengatur adanya fasilitas yang

mirip dengan tempat tetap, namun bukan merupakan BUT, yaitu;

2) ang perusahaan luar

3) ang @ ) an_perusahaan luar

4) : : untuk membeli

luar negeri

5) usaha perushaan

6) ; i kukan kegiatan gabungan diatas

kegiatan pelengkap.

7) Pada umumnya objek BUT menurut P3B hampir sama dengan UU PPh,
demikian pula pajak setelah laba yang diperolen BUT, namun

perbedaannya adalah tarif yang lebih rendah dari 20%.
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Pada umumnya, usaha asuransi dianggap mempunyai BUT menurut P3B
apabila ada tempat tetap (fixed place of business) atau menerima premi dai

wilayah negara melalui seseorang atau agen yang tidak mempunyai status bebas

2. Penghit

Pen pajak pengha day a tetap (BUT)
diatur dalam Ketentuan B ‘j ‘- ' L c an pajak pada akhir
tahun yang I
Pasal 16 ayat 3 b AT g gl wajib pajak luar negeri
yang menjalanka ic aha ata k ie lui bentuk usaha

tetap di

huruf c,d,e, dang”.

Maksudnya ialah penghitungan penghasilan kena pajak terhadap wajib
pajak luar negeri yang menjalankan kegiatan di Indonesia melalui BUT yaitu
dengan cara mengurangi penghasilannya termasuk brutto, biaya yang langsung

berkaitan dengan BUT, penyusutan, iuran, kerugian, piutang, sumbangan. Namun

92



N ueeyeisndidg

DI disay yepepe fur udwnyo(

ISIIATU

nery wejsy sej

tidak boleh dikurangkan dengan pembagian laba, biaya yang dibebankan, premi
asurans,imbalan, pajak penghasilan, dan sanksi administrasi.

Pasal 28 Berbunyi:

i dan ben p. (BUT), pajak yang

S

Ang impor atau

pasal 22;

d)

e) Pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana

dimaksud dalam pasal 25;

f) Pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal

26;
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2. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana
berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-
undangan di bidang

erpajakan yang berlaku tidaksboleh di kreditkan dengan

wajib paja

bruto oleh piha

d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

e) Hadiah dan penghargaan;

f) Pensiun dan pembayaran biaya berkala lainnya;

"Lihat Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan
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g) Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya; dan atau

h) Keuntungan karena pembebasan utang.

Kemudian penghitungan pajak penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud

modal asing dan penanaman modal dalam negeri, kegiatan penanaman modal
pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :
a. Penanaman modal langsung (investasi langsung / direct investment)

Dalam ketentuan Undang-undang Penanaman Modal, pengertian

penanaman modal hanya mencakup penanaman modal secara langsung.

"8ihat Pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak
Penghasilan
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Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman modal secara langsung

kerjasama
mengonver

memberikal

s
&
m p
o

AL U

waktu yang relatif singkat tergantung kepada fluktuasi nilai saham dan atau mata
uang yang hendak mereka jual belikan.

Berdasarkan pembagian modal diatas,perusahaan dengan bentuk usaha
tetap dalam Undang-Undang Penanaman Modal sama sekali tidak diatur, bahkan
sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman Modal untuk badan usaha yang

berstatus penanaman modal dalam negeri bentuk usahanya tidak harus dalam
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bentuk badan hukum, lain halnya dengan penanaman modal asing, pembentuk
undang-undang mensyaratkan badan usahanya berbentuk hukum Perseroan

Terbatas (PT). Sedangkan perusahaan dengan bentuk usaha tetap menurut

ERAL NN

e
m“

penanaman
a. Joint ventu
Jan, joint venture

diartikan  sebag lebih,

Joint venture dapat diadakan untuk tujuan-tujuan suatu kegiatan terbatas
atau suatu transaksi, tetapi dapat juga digunakan sebagai suatu bentuk hubungan
yang lama diantara para pihak. Di dalam bisnis internasional, istilah joint venture
digunakan untuk berbagai macam perjanjian antara lain perjanjian produksi
bersama, perjanjian bagi hasil, dan kontrak manajemen. Dapat disimpulkan bahwa

joint venture adalah kerjasama antara pemilik modal asing dengan pemilik modal
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nasional semata-mata berdasarkan suatu perjanjian belaka, dan perusahaan dengan
bentuk usaha tetap pun dapat menggunakan bentuk ini dalam menjalankan

usahanya. Dalam arti ini pengertian joint venture mengarah pada pembentukan

antara pe "ﬂan pmi'ljk a al.Jointenterprise

merupakan
joint enterpris eruf a ﬁ lik modal asing

dengan pemi ( nasional yang dituangka " ukum Indonesia.

barangbarang yang lebih murah dan mudah diperoleh di Indonesia. Juga
untuk pembayaran gaji pegawainya dan lain-lain pengeluaran dibutuhkan

uang rupiah oleh penanam modal asing tersebut.

"’Dhaniswara K. Harjono, Hukum PenanamanModal, Op.Cit., him. 161-162
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2) Penanam modal asing tidak perlu menanamkan modal dalam bentuk valuta

asing, tetapi modal asing tersebut dapat berbentuk mesin-mesin atau hasil

lain dari produksi penanam modal asing tersebut.

) dengan modal
nasional . k suatu badan

hukum Indone 2 an kerjasamma

persyaratan :
1) Kerjasama dengan pemerintah.
2) Kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan pemerintah,
dimana pihak asing sebagai kontraktor.

3) Mendapat pengesahan dari pemerintah setelah konsultasi dengan DPR.

¥Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, Op.Cit, him.85-86
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Penentuan persyaratan yang demikian adalah mengingat bahwa
pemerintah merupakan pemegang kuasa pertambangan sehingga swasta (asing)

hanya dapat sebagai kontraktor untuk mengusahakan suatu bidang tertentu seperti

eksplorasi.

d. Kon

perolehan krec ari W A term: k bunganya
dilakukan dar ' : 1C ny yang biasanya
dikaitkan 18 entua : ahaan Indonesia
tersebut unt : j ' -H :.' G Il kre ontrak production
sharing yang se ) " a ‘ '__ : eh pemodal asing
dengan perusa d ‘ Sa dalam bidang

pertambang

diatur dalam peraturan pemerintah tersebut adalah sebagai berikut :
1) Kontrak bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara Pertamina dengan
kontraktor untuk melaksanakan usaha eksplorasi dan eksploitasi minyak

dan gas bumi berdasarkan prinsip pembagian hasil produksi.
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2) Eksplorasi adalah usaha pertambangan yang dilakukan untuk mengetahui

dan menemukan adanya cadangan minyak dan gas bumi melalui studi-

studi dan penyelidikan.

3) itasi aha ambang an  maksud  untuk

4) Kuasa 3 0 epada Pertamina

5) : rus 2N asional yang

asing dikena Kerjasama uit) yaitu sebagai berikut :

a. Technical ¢

atau perusahaan dalam negeri ingin memproduksi suatu barang yang telah

mempunyai merek dan nama yang terkenal.

# Amirizal, Hukum Bisnis Risalah Teori dan Praktek, Djambatan , Jakarta, 2008, him.85
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c. Management contracts
Kerjasama bentuk ini biasanya dipergunakan dalam pengelolaan hotelhotel

internasional untuk meningkatkan jalur pemasaran atau memperluas jaringan

g-Undang PPh di Indonesia
menganut “force of attraction rule” untuk menentukan laba usaha dalam suatu
BUT, yang disesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu UU PPh Nomor 36 Tahun
2008 Tetapi BUT dan perusahaan yang berdomisili di negara P3B maka “force of
attraction rule” belum tentu dapat diterapkan, tergantung ketentuan yang ada di

dalam P3B yang bersangkutan.®

8 Belajar Pajak Online, www.pajakonline.com, diakses pada 06 Juli 2017

102



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Perubahan yang terjadi tersebut didasari atas ketidak sesuaian atas tarif
pajak yang diberlakukan dalam negeri terhadap wajib pajak yang mengakibatkan

berkurangnya atau menurunya jumlah pemasukan dalam negara di Indonesia,

sehingga udang dan ju K, atau peralatan

otomatis yang i k nakan, oleh penyelenggara transaksi

elektronik enyelengg: an ata njalank jan usaha melalui
internet.

Istila ebut permanent
establishment, esia baru setelah
berlakunya Und Pajak Penghasilan,
yaitu pada tanggal Qa ‘ stilah yang dipergunakan bukan

bentuk usaha tetap, tetapi pe

Penggantian istilah pendirian tetap dengan bentuk usaha tetap didasari
alasan bahwa istilah pendirian tetap lebih berkonotasi kepada pendapat atau
pemikiran, bukan kepada bentuk usaha.®*Ditanamkan kembali dalam konteks ini

berarti sebuah perusahaan yang menjadi wajib pajak luarnegeri sesuai peraturan

8 Belajar Pajak Online, www.pajakonline.com, (diakses pada 06 Juli 2017)
8 Jaja Zakaria, Perlakuan Perpajakan terhadap Bentuk Usaha tetap (BUT),Op.Cit,hIm.61
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perundang-undangan mendirikan kembali perusahaan nya di Indonesia dan
dianggap menjadi wajib pajak dalam negeri.

Ketentuan mengenai peraturan penanaman kembali pph terhadap BUT ini,

Dalam hal pengecualian kena pajak sesuai pasal 1(3) dijelaskan terkait

syarat terkait ketentuan tersebut dalam pasal 2 yaitu :

a) Penanaman kembali harus dilakukan paling lama akhir tahun pajak
berikutnya, setelah tahun pajak diperolehnya penghasilan bagi but yag

bersangkutan
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b) BUT menyampaikan permohonan secara tertulis mengenai bentuk

penanaman modalnya, dan realisasinya saat mulai beroperasi di kantor

yang didirikan atau tempat kedudukannya sesuai yang terdaftar pada

odal selama 2

al pengalihan

guna peningkatan ekonomi nasiona
3. Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagai Wajib
Pajak Penghasilan (PPh)
Sebagaimana telah diuraikan di atas, bentuk usaha tetap dikategorikan
sebagai subjek pajak luar negeri yang sudah barang tentu juga wajib sebagai wajib

pajak luar negeri. Perbedaan penting antara wajib pajak luar negeri dan wajib
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pajak dalam negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban antara lain sebagai
berikut ;

1) Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima

2) 08 alam nege : ata asilan kena pajak,

3) ji jak dala 3jib paikan Surat Pemberitahuan

karena kewajiban pembaye aknya dipenuhi melalui pemotongan

pajak yang bersifat final oleh si pemberi hasil.

4) Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak dengan assesment (ketetapan),

sedangkan wajib pajak luar negeri kecuali yang menjalankan BUT yang

% siti Resmi, Perpajakan Teori dan Kasus, Salemba Empat, Yogyakarta, 2007, him.63
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juga dikenakan pajak dengan metode pemotongan pajak (witholding

system) oleh pihak ketiga.®®

WPLN yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia
melalui BUT dikenakan pajak-selayaknya usaha yang dijalankan atau kegiatan
yang dilakukan WPDN. Hal tersebut diterapkan selaras dengan prinsip pemajakan
internasional yang menghendaki 'perlakuan mnen diskriminasi, BUT dikenakan
pajak antara lain berdasarkan basis neto, tarif umum, hak atau kompensasi
kerugian, dan kewajiban administrasi lainnya.®’

Walaupun terhadap WPLN yang memperoleh penghasilan usaha melalui
BUT di Indonesia, administrasi pengenaan pajak dilakukan dengan penetapan
(SPT dan SKP), namun sebagai subjek pajak sui generis, BUT yang dimiliki
WPLN orang pribadi tidak bisadiberikan PTKP oleh UU PPh. Hal ini berbeda
dengan perusahaan orang spribadi WPDN vyang kepadanya diberikan PTKP.
Komentar P3B model OECD atas pasal 24, menyebutkan bahwa demi kesetaraan
perlakuan (equal treatment), antar orang pribadi WPLN dengan WPDN adalah
terserah pada negara. pemungut pajak apabila berkehendak untuk juga
memberikan PTKP kepada orang pribadi WPLN.

Namun juga disadari bahwa karena BUT hanya merupakan sebagian saja
dari seluruh usaha dan kegiatan WPLN orang pribadi yang jauh lebih besar dari
penerapan pajak terbatas (territorial principle) menyebabkan tidak mudahnya
negara tempat BUT untukmengetahui kemampuan membayar (ability to pay)

sepenuhnya dari WPLN orang pribadi dimaksud. Oleh karena itu, seandainya

8 Gunandi, Pajak Internasional, Fakultas Ekonomi Ul, Jakarta, 2010, him. 62
¥Ibid., him. 68
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PTKP dan keringanan lain yang dikaitkan dengan keadaan pribadi subjek pajak

tidak tersedia di negara sumber, hal demikian dapat disadari dn bukan merupakan

halangan atas ketentuan non diskriminasi.®

Cara Perpaja

Nomor 28

‘\\\\\\\

%

®|bid, him.63
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. Pengaturan Perusahaa

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

aJak Penghasilan.
bahwa bentuk
orang pribadi
di yang berada

tiga hari dalam

Dengan Bentuk Usaha Tetap Dalam
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.
Kedudukan hukum perusahaan dengan bentuk usaha tetap dalam
dimensi penanaman modal, merupakan norma kosong karena tidak
diatur dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Sehingga
penanam modal dengan perusahaan dengan bentuk usaha tetap tidak

mendapat perlindungan hukum mengingat perusahaan dengan
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bentuk usaha tetap tidak diatur dalam undang-undang Penanaman
Modal. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dari

perusahaan dengan bentuk usaha tetap meskipun dalam undang-

harus dipe
1. Karena sahaa N be usz , oleh penanam
ndang-Undang

lanjut tentang

menanamkan modalnya di Ii
2. Agar perusahaan dengan bentuk usaha tetap tidak sampai dikenakan pajak
berganda hendaknya memenuhi ketentuan yang berlaku bagi wajib pajak

yang menanamkan modalnya di Indonesia.
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